
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR: 11 TAHUN 2014 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! JAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 yang telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004; 

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan perumahan bagi 
Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, serta mengintegrasikan 
pengaturan mengenai biaya Kunjungan Kerja di dalam Provinsi, ke Luar 
Provinsi, dan ke Luar Negeri, dalam Standar Biaya Belanja Daerah 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa 
Ba rat; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentanq Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 401 O); 



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Ba rat Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 45); 
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C. Ketentuan Pasal 20, dihapus. 
D. Ketentuan Pasal 21, dihapus. 
E. Ketentuan Pasal 22, dihapus. 
F. Ketentuan Pasal 23, dihapus. 
G. Ketentuan Pasal 24, dihapus. 

H. Ketentuan Pasal 25, dihapus. 

B. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a, diubah sebagai berikut: 

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), berupa bahan sebesar Rp. 1.870.000,­ 
(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ongkos jahit yang 
diterimakan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta 
dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 
1 (satu) tahun. 

A. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut: 
Pasal 15 

Kepada Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Perumahan, masing-masing : 
a. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) 

untuk setiap bulan dipotong PPh 21; dan 
b. Anggota DPRD, sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk 

setiap bulan dipotong PPh 21. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 53 Seri E), diubah 
sebagai berikut: 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 52 Seri E); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 
10 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! JAWA BARAT. 
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BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E 

Diundangkan di Bandung 
padatanggal 4 Pebruari 2014 .,. 

Pasal II 
Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat. 
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